
1. Unciang - Un dang Nomor 12 Ta h un 1956 ten tang Pernbentukan 
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Surnatera Terigah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah un 
1956 Nornor 2S) sebagaimana telah diu bah dengan Undang­ 
Undang Nornor 7 Ta.h u n 1965 tentang Pernbenrukan Daerah 
Tingkat II Sarolarigu n Barigko clan Daerah Tingkat [l 
Tanju ng .Jabung (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah u n 
l 965 Nomor 50. Tarnbahan Lern har a n Negara Republik Indonesia 
Nomor 27551: 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud pada 
huruf a clan h u r u l b. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoma n Paka ian Dinas Aparat ur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemeriruah Kabupaten Bara ng Hari. 

b. bahw a sehu bu ngan dengan terbitnv a Peraruran Menteri Dalam 
Negeri Nornor 11 Ta h u n 2020 ren tang Pakaran Dinas Aparat u r 
Sipil Negara di Lingkungan Kernenterian Dalarn Negeri dan 
Pemerintah Daerah. maka Perat.uran Bupati Batang Hari Nomor 
21 Tahun 201] ten tang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil 
clilingkungan Pernerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 
Batang Hari Nomor ..-J.6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga 
atas Perat ura n Bupati Batang Hari. Nomor 21 Tahun 201 i 
tcntang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Perne rint ah Kabupate n Batang Hari sudah tidak sesu ai lagi 
dengan Peraruran Menter: Dalarn Negeri dimak sud, sehingga perlu 
diganti: 

a. bahwa dalarn rangka merungkatkan di siplin dan wibaw a serta 
mot ivasi kerja pegaw ai. perlu pcdoman tentang Pakaian Dinas bagi 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pcmerintah Kabupaten 
Batang Ha ri: 

BUPATI BATANG HARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI 

PERATURAN BUPATI BATANG HARI 
NOMOR 37 TAHUN 2021 

TENT ANG 

BUPATI BATANG HARi 
PROVINS! J1-\l\1BI 

Mengingat 

Menimbang 



MEMUTUSKAN . 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republk 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 251); 

9. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian 
Pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145); 

8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai 
Republik Indonesia; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan 
Jiwa Korps dan Kade Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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BAB II ......... 

(2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, 
kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. 

(1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari wajib memakai Pakaian 
Dinas pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini: 

Pasal 2 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah. 

4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai yang bekerja 
di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota. 

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan 
identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan 

8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas 
yang digunakan un tuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan 
pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan 
kegiatan yang berlangsung. 

9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian 
Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian 
resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, 
pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana 
Karya Satya. 

10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian 
Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan 

11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian 
Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS 
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BATANG HARI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 
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Pasal 7 . 

(3) Wanita Berjilbab warnajilbab menyesuaikan. 

(2) PDH Teluk Belango untuk pria dan Baju Kurung untuk wanita. 

Pasal 6 
(1) PDH Teluk Belango dan Baju Kurung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2) huruf b digunakan pada hari Selasa. 

(2) PDH Khaki untuk pejabat dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, administrator, 
pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat 
fungsional terdiri dari : 
1. PDH Pria 

a) Kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu; 
b) Celana Panjang; 
c) lkat Pinggang Korpri, kaos kaki, sepatu hitam dan Kartu tanda 

Pengenal PNS; 
2. PDH Wanita 

1) Baju Lengan Panjang, berlidah bahu; 
2) Rak Panjang; 
3) Sepatu Hitam, Kartu Tanda Pengenal PNS; 
4) Wanita Berjilbab warnajilbab warna khaki. 

3. PDH Wanita Hamil menyesuaikan. 

Pasal 5 
(1) PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a 

digunakan pada hari Senin. 

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipakai untuk melaksanakan 
tugas sehari- hari. 

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. PDH Warna Khaki; 
b. PDH Pakaian Teluk Belango dan Baju Kurung; 
c. PDH Kemeja Putih; 
d. PDH Batik Batang Harl; dan 
e. PDH Pakaian Olah Raga. 

Pasal 4 

BABll 
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal 3 
Jenis Pakaian Dinas PNS meliputi: 
a. PDH; 
b. PDL pada perangkat daerah tertentu; 
c. PSL; 
d. PDH Camat dan Lurah; 
e. PDL Camat dan Lurah; 
f. POU Camat dan Lurah; dan 
g. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia. 
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Pasal 12 . 

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada saat: 
a. upacara kenegaraan atau resmi; 
b. bepergian keluar negeri; 
c. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan 
d. pelantikan jabatan struktural; dan 
e. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. 

Pasal 11 

(2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, digunakan oleh Camat dan 
Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan. 

(1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf b digunakan oleh perangkat daerah pada saat bertugas di luar kantor. 

Pasal 10 

PDH Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e 
digunakan pada hari Jumat dan pada hari lain yang diperintahkan. 

Pasal 9 

(2) PDH Batik Batang Hari sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. PDH Batik Batang Hari Pria 

l. Baju lengan pendek/Panjang; 
2. Celana Panjang; 
3. Ikat Pinggang Korpri, kaos kaki, sepatu dan Kartu tanda 

Pengenal PNS. 
b. PDH Batik batang Hari Wanita 

1. Baju Lengan Panjang; 
2. Rok Panjang; 
3. Sepatu, Kartu Tanda Pengenal PNS; 
4. Wanita Berjilbab warnajilbab menyesuaikan. 

(1) PDH Batik Batang Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d 
digunakan pada hari Kamis dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 
Oktober. 

Pasal 8 

(2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. PDH Kemeja Putih Pria 

l. Kemeja lengan pendek/Panjang; 
2. Celana Panjang warna gelap; 
3. Ikat Pinggang Korpri, kaos kaki, sepatu dan Kartu tanda Pengenal PNS; 

b. PDH Kemeja Putih Wanita 
1. Baju Lengan Panjang; 
2. Rok Panjang warna gelap; 
3. Sepatu, Kartu Tanda Pengenal PNS; 
4. Wanita Berjilbab warnajilbab Hijau. 

c. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil menyesuaikan. 

(1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, 
digunakan pada hari Rabu 

Pasal 7 
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(4) Atribut ....... 

Pasal 15 
(1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas: 

a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural; 
b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; 
c. nama Satuan Kerja; 
d. papan nama; 
e. nama Pemerintah Daerah kabupaten; 
f. tanda pengenal. 

(2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas: 
a. tanda pangkat; 
b. tanda jabatan; 
c. nama Satuan Kerja; 
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; 
e. papan Nama; 
f. nama Pemerintah Daerah; 
g. lambang pemerintah Daerah; 
h. tanda pengenal. 

BAB III 
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS 

Pakaian yang digunakan pada hari-hari besar tertentu sesuai dengan pakaian yang 
diperintahkan / diinstruksikan 

Pasal 14 

(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat: 
a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia; 
b. tanggal 17 setiap bulan; 
c. upacara hari besar nasional; dan 
d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps 

Pegawai Republik Indonesia atau hari lain yang diperintahkan. 

(2) Apabila tanggal 1 7 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian 
seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan 
mengenakan peci nasional. 

(3) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri dari : 
a. Batik Korp Pegawai Republik Indonesia Pria 

1. Baju Lengan Panjang 
2. Celana Panjang Wama Biru Tua 
3. Peci Wama Hitam 

b. Batik Korp Pegawai Republik Indonesia Wanita 
1. Baju Lengan Panjang 
2. Rok Panjang wama Biru Tua. 
3. Wanita Berjilbab wama jilbab Biru Tua 

Pasal 13 

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan 
pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, 
hari jadi daerah dan hari besar lainnya. 

Pasal 12 
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BAB VI ........ 

(3) Pembinaan secara Intern dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing­ 
masing. 

( 1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Batang Hari dilakukan oleh Bupati Batang Harl; 

(2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Batang Hari dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten 
Batang Hari, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Daerah Kabupaten Batang Harl dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Batang 
Harl. 

Pasal 19 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Harl. 

BAB IV 
PENDANAAN 

Pasal 18 

Pasal 17 
Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 
Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 16 

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, ayat (2) 
huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui 
identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas. 

(2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang 
dijabat oleh pegawai. 

(3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri 
atas: 
a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; 
b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator; 
c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas; 
d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana; 
e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan 
f. kuning untuk PPPK. 

(3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas: 
a. tanda pangkat; 
b. tanda Jabatan; 
c. nama Satuan Kerja 
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; 
e. papan Nama; 
f. nama Pemerintah Daerah; 
g. lambang Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan 
h. tanda Pengenal. 

(4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas: 
a. papan Nama; dan 
b. tanda Pengenal. 
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Pasal 24 . 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Harl 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Batang Harl (Berita Daerah Kabupaten Batang Harl Tahun 
2011 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Bupati Batang Harl Nomor 46 Tahun 2015 ten tang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pakaian Dinas 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Harl (Berita Daerah 
Tahun 2015 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 23 

BAB IX 
KETENTUANPENUTUP 

Perangkat Daerah yang bersifat memberikan Layanan Umum kepada masyarakat 
dapat mengatur penggunaan pakaian dinas tersendiri yang diatur dengan Peraturan 
Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 22 

(3) Apabila seseorang ASN tidak mentaati Peraturan Bupati ini maka akan diberikan 
sanksi Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan 
langsung. 

(1) ASN yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
( 1) dan Pasal 18 dikenai sanksi Administratif berupa : 
a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali; dan 
b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VII 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 21 

ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Harl wajib: 
a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap; 
b. rambut dipotong rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; 
c. tidak mewarnai rambut yang mencolok; 

BAB VI 
KEWAJIBAN 

Pasal 20 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 
TAHUN 2021 NOMOR ?5" 

Diundangkan di Muara Bulian 
pada tanggal .; 1 - G - ~0.;.1 

_-A. BUPATI1/"ATANG HARl 

I I ,,,..- . 
/ \_../ 

MU~MAD FADHIL ARIEF 

di Muara Bulian 
J-l - ~ - 2021 

Ditetapkan 
pada tanggal 

Pera tu ran Bupati in: mulai be rla k u pad a tanggal diu ndangkan 
Agar setiap orang meugeta hu inv a. mernr-rinrahkan Pcngu ndangan Peraturan Bupati 
in i dengan pe nemparan n~ a. dalarn Berita Dae rah Ka bu paten Ba tang Hari. 

Pasal 24 

q 



Keterangan: 
a. Tanda Jabatan g. Ikat Pinggang m. Saku Celana Depan 
b. Lidah Bahu h. Krah n. Sambungan Bahu 
c. Nama Satuan Kerja i. Lencana Korps Pegawai 0. Saku Celana Belakang 
d. P~Nama Repu blik Indonesia p. Sepatu Pantofel Wama 
e. S Kemeja j. Nama Daerah Hitam Bertali 
f. Kancing k. Lambang Daerah 

1. Tanda Pengenal 

0 

- n 

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) 

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA 

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

BATANG HARI 

PERATURAN BUPATI BATANG HARI 
NOMOR TAHUN 2021 
TANGGAL 2021 

LAMPI RAN 



q 

p 

0 

n 

Keterangan: 
a. Tanda Jabatan 
b. Lidah Babu 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Saku Kemeja 
f. Kancing 
g. Ikat Pinggang 
h. Krah 
i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
j. Nama Daerah 
k. Lambang Daerah 
1. Tanda Pengenal 
m. Saku Celana Depan 
n. Sambungan Babu Belakang 
o. Lengan Panjang 
p. Saku Celana Belakang 
q. Sepatu Pantofel Wama Hitam Bertali 

m 
y 

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG 



Keterangan: 
a. Tanda Jabatan diletak.kan di kerah atau di atas papan nama 
b. Lidah Babu 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Tutup Saku Dalam 
f. Kancing 
g. Krah Re bah 
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
i. Nama Daerah 
j. Lam bang Daerah 
k. Tanda Pengenal 
1. Rok Panjang 
m. Celana Panjang 
n. Sepatu Pantofel Warna Hitarn 

n 

m 

k 

e 

d 

g 
h 

- - ,... I' 

a 
ll 

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB 



Keterangan: 
a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama 
b. Lidah Bahu 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Sambung Baju 
f. Kancing 
g. Krah Rebah 
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
i. Nama Daerah 
j. Lam bang Daerah 
k. Tanda Pengenal 
1. Sambung Bahu Belakang 
m.Sambung Baju Belakang 
n. Sepatu Pantofel Warna Hitam 

m 

(J 
h 

f 

c 

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB 



Keterangan: 
a. Tanda Jabatan 
b. Lidah Babu 
c. Narna Satuan Kerja 
d. Papan Narna 
e. Saku Kemeja 
f. Kancing 
g. Krah 
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
i. Narna Daerah 
j. Larnbang Daerah 
k. Tanda Pengenal 
1. Sarnbung Babu Belakang 
m.Sepatu Pantofel Warna Hitarn Bertali 

m 

a g 
b h 
c 

\ Ln!D ·~l d 
j 

E' u k 

0 

0 

5. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA 



Keterangan: 
a. Tanda Jabatan 
b. Lidah Bahu 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Saku Kemeja 
f. Kancing 
g. Krah 
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
i. Nama Daerah 
j. Lam bang Daerah 
k. Tanda Pengenal 
l. Sambung Bahu Belakang 
m.Lengan Panjang 
n. Sepatu 

n 

il (J 
b !l 
c 

\Ej ·fl (' k 

m 
0 

0 

0 

0 0 

6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG 



Keterangan: 
a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama 
b. Lidah Bahu 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Saku Kemeja 
f. Kancing 
g. Krah Rebah 
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
i. Nama Daerah 
j. Lambang Daerah 
k. Tanda Pengenal 
1. Celana Panjang 
m.Sepatu 

g 
~ h 

~ : 
-k 

d 

1 

m 

b 

7.PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB 



0 

n 

Keterangan: 
a. 3 / 2 Melati Emas 
b. Tanda Pangkat 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Tanda Jabatan 
f. Kancing 
g. Ikat Pinggang 
h.Krah 
i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
j. Nama Daerah 
k. Lambang Daerah 
1. Tanda Pengenal 
m. Saku Celana Depan 
n. Sambung Bahu Belakang 
o. Saku Celana Belakang 
p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali 

I 1 

h 

g 

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH 

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH 



0 

n 

Keterangan: 
a. 3/2 Melati Emas 
b. Tanda Pangkat 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Tanda Jabatan 
f. Kancing 
g. Ikat Pinggang 
h.Krah 
i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
j. Nama Daerah 
k. Lambang Daerah 
1. Tanda Pengenal 
m. Saku Celana Depan 
n. Sambung Bahu Belakang 
o. Lengan Panjang 
p. Saku Celana Belakang 
q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali 

q 

"' 

k 

h 

c 
(I 

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA 
CAMAT/LURAH 



Keterangan: 
a. 3/2 Melati Emas 
b. Tanda Pangkat 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Saku Kemeja 
f. Kancing 
g. Krah Rebah 
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
i. N ama Daerah 
j. Lambang Daerah 
k. Tanda Pengenal 
1. Rak Panjang 
m.Celana Panjang 
n. Sepatu Pantofel Warna Hitam 

m 

n 

( r- - I 
{ 1..,,., ~ 

I I 
I 

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH 



Keterangan: 
a. 3/2 Melati Emas 
b. Tanda Pangkat 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Sambung Baju 
f. Kancing 
g. Krah Rebah 
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
i. Nama Daerah 
j. Lambang Daerah 
k. Tanda Pengenal 
1. Sambung Babu Belakang 
m. Sam bung Baju Belakang 
n. Sepatu 

m 

(J 

h 

\ 11\li- n 

d 

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB 
CAMAT / LURAH 



Keterangan: 
a. 3/2 Melati Emas 
b. Tanda Pangkat 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Tanda Jabatan 
f. Kancing 
g. Krah 
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
i. Nama Daerah 
j. Lambang Daerah 
k. Tanda Pengenal 
1. Sambung Bahu Belakang 
m.Sepatu 

g 

0 

( 

d 

23 
5. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH 



l\.ererangan: 
a. 3/2 Melati Emas 
b. Tanda Pangkat 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Tanda Jabatan 
f. Kancing 
g. Krah 
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
i. N ama Dae rah 
j. Lam bang Daerah 
k. Tanda Pengenal 
1. Sambung Bahu Belakang 
m.Sepatu 

m 

0 

23 
6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA 

CAMAT/LURAH 



Keterangan: 
a. 3/2 Melati Emas 
b. Tanda Pangkat 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Tanda Jabatan 
f. Kancing 
g. Krah Rebah 
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
i. Nama Kemendagri/Daerah 
j. Lambang Kemendagri/Daerah 
k. Tanda Pengenal 
1. Celana Panjang 
m.Sepatu Pantofel Warna Hitam 

./ 

" h 

7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH 



Keterangan: 
a. 3/2 Melati Emas 
b. Tanda Pangkat 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Sambung Baju 
f. Kancing 
g. Krah Rebah 
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
i. Nama Daerah 
j. Lam bang Daerah 
k. Tanda Pengenal 
1. Sambung Bahu Belakang 
m.Sambung Baju Belakang 
n. Sepatu 

n 

.. 
/ 

I 

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB 
CAMAT / LURAH 



p 

Keterangan: 
a. Lam bang Garuda/ Lam bang Daerah 
b. 3/2 Melati Emas 
c. Krah Rebah 
d. Papan Nama 
e. Tanda Jabatan 
f. Kancing 5 Buah 
g. Tanda Pangkat 
h. Kemeja Putih 
i. Dasi Hitam 
j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
k. Saku Atas Tertutup 
1. Saku Bawah Tertutup 
m.Celana Putih Panjang 
n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali 
o. Sambung Baju 
p. Sambung Baju Bawah 

\ 
(_} ~ 

II 

1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT /LURAH 

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH 



Keterangan: 
a. Lambang Garuda/Lambang Daerah 
b. 3/2 Melati Emas 
c. Krah Rebah 
d. Papan Nama 
e. Tanda Jabatan 
f. Kancing 5 Buah 
g. Saku Bawah Tertutup 
h. Tanda Pangkat 
i. Kemeja Putih 
j. Dasi Hi tam 
k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
1. Saku Atas Tertutup 
m.Celana Putih Panjang 
n. Sepatu Pantofel Warna Putih 

II 

"' \ 

2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA 



Keterangan: 
a. Tanda Jabatan 
b. Papan Nama 
c. Kancing 
d. Krah 
e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
f. Saku Dalam 
g. Tanda Pengenal 
h. Sepatu Pantofel Wama Hitam Bertali 

h 

b 

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA 



Keterangan: 
a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama 
b. Papan Nam.a 
c. Kancing 
d. Krah 
e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
f. Saku Dalam 
g. Tanda Pengenal 
h. Celana Panjang Warna Dongker 
i. Sepatu Pantofel Warna Hitam 

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA 

BERJILBAB 



Keterangan: 
a. Tanda J abatan diletakkan di kerah a tau di atas pa pan nama 
b. Papan Nama 
c. Kancing 
d. Sambung Baju 
e. Krah Re bah 
f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia 
g. Tanda Pengenal 
h. Sambung Bahu 
i. Sambung Baju Belakang 
j. Sepatu Pantofel Wama Hitam 

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL 
BERJILBAB 



f 

e 
d 

Keterangan: 
a. Dasi 
b. Kancing 3 Buah 
c. Saku Bawah Tertutup 
d. Kemeja Putih Lengan Panjang 
e. Belahan Jahitan 
f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali 

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) 

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA 



d 

( 

Keterangan: 
a. Kancing 3 Buah 
b. Saku Bawah Tertutup 
c. Celana Panjang Hitam 
d. Kemeja Putih Lengan Panjang 
e. Sepatu Pantofel Warna Hitam 

b 

a 

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB 



p 

0 

Keterangan: 
a. Tanda Jabatan 
b. Lidah Bahu 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Saku Kemeja 
f. Kancing 
g. Ikat Pinggang 
h.Krah 
i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia 
j. Nama Daerah 
k. Lambang Daerah 
1. Tanda Pengenal 
m.Celana 

q 

n 
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h 

e 

d 

a­ 
b 

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA 



p 

o 

Keterangan: 
a. Tanda Jabatan 
b. Lidah Babu 
c. Nama Satuan Kerja 
d. Papan Nama 
e. Saku Kemeja 
f. Kancing 
g. Ikat Pinggang 
h. Krah 
i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia 
j. Nama Daerah 
k. Lambang Daerah 
1. Tanda Pengenal 
m.Celana Panjang 

q 

n 

m 

e 
d 

h 
I 
j 

I. 

b 

4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA 



Keterangan: 
a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama 
b. Lidah Bahu 
c. Nam.a Satuan Kerja 
d. Papan Nam.a 
e. Saku Kemeja 
f. Kancing 
g. Ikat Pinggang 
h.Krah 
i. Lam.bang Korps Pegawai Republik Indonesia 
j. Nam.a Daerah 
k. Lam.bang Daerah 
1. Tanda Pengenal 
m.Celana Panjang 
n. Saku Celana 
o. Sam.bung Bahu Belakang 
p. Saku Belakang 
q. Sepatu PDL 

q 

e 

b 
., 

5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB 



~ 1,75 CM PE RAK It 1,75 CM KUNING EMAS 

LU RAH CAMAT 

TOPIUPACARALURAH 

Keterangan: 
a. Bahan dasar kain warna hitam. 
b. Lambang Garuda . 
c. Padi dan kapas dibordir. 
d. Pita emas. 

d 

c ··----- 

b 

CAMAT. a 

TOPIUPACARA 

I. Topi Camat Dan Lurah 



8 
CM 

NAMA PEGAW AI 2 CM 

IV. PAPAN NAMA. 

III. LEN CANA KO RPS PEGA WAI REPUBLIK INDONESIA 

Lambang daerah. 

Bahan dasar lingkaran dalam 
logam wama perunggu. 

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 
cm 

.. 

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 
45 jari-jari wama perak. 

.------ -- ---? Lingkaran dalam (jari-jari] : 1,5 cm 

BENTUK 
BULAT 

B. LURAH. 

Lambang Garuda Indonesia 

Bahan dasar lingkaran dalam 
logam wama perak. 

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 
cm 

) 

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 
45 jari-jari wama kuning emas. 

.----------> Lingkaran dalam (jari-jari] : 1,5 cm 

BENTUK 
BULAT 

II. TANDA JABATAN 

A. CAMAT. 



4,SCM 4,SCM 

NAMA 
Nip . 

SEJ<RETARIAT DAERAH 
KABUPATEN BATANG HARi 

MUHAMAD A2AN SH 
Pembina Tk.l 

Nlp.19711229202000121007 

a.n.BUPATI BATANG HARi 
Sekretarls Daerah 

8,5 CM 

PHOTO 

PEMERINTNi KA.BUPATEN BATN¥3 H.ARI 

NAMAOPD 
Nama 
NIP 
Jobamn 
Gol. D~roh 
Alamat Juntor : JI. Jend. S:Udlrm.an 01 

(0743) 214374, Muar,1 
Buffa.n 

Oikeluarkan : 0\ Muara Buliim 

IDENTITAS ASN 

VII. TANDA PENGENAL 

8,5CM 

VI. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARi 

CONTOH: 

SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN BAl'ANG HARI 

6CM 

l 

PEMKAB.BAT ANG HAR.I ----------------. I 1,5 CM 

V.NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH 



No Jenis Pakaian Dinas Warna jilbab 
1. PDH khaki Warna khaki 

2. PDH putih Warna hijau 

3. PDH Batik Batang Hari Sesuai dengan baju tanpa 
motif 

4. Pakaian Korps Pegawai Republik W arna biru tua 
Indonesia 

VIII. JILBAB 


